| SALINAN l

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya
pedoman  pengelolaan pelayanan informasi  dan
dokumentasi di Kementerian Dalam Megeri dan
Pemerintahan Dacrah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayvanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi
dengan  perkembangan  keadaan dan  peraturan -
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeni tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemeérintahan Daerah,

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor &1, Tambahan



Menetapkan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tenlang
Kementerian MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 49 16);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Neomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tabhun 2014 teniang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomeor 5587|sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomer 56G79);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

1'|'J’I

Republik Indonesia Nomor 5887}

6. Peraturan Pemeriniah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),

MEMUTLUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN TNFORMASI DAN
DOKUMENTAS] KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.



BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini vang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesiavang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia vang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 19435.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi’ dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi  seluas-
luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara Kesatuan
Fepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemernntah Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yvang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan dacrah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
dacrah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
dacrah.

Informasi adalah keterangan, pernvataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, lakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, - didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan  format  sesuai dengan
perkembangan  teknologn  informasi dan  komunikasi
secara clektronik ataupun nonelektronik.

Dokumentasi  adalah  pengumpulan,  pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar,

dan suara untuk bahan informasi publik.
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10.

11.

12,

14.

Informasi Publik adalah informasi vang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu  Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelengeara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan  penyclenggaraan  Badan  Publik
lainnva serfa informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik..

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD vang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyvelenggaraan negara, vang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belamja Daerah, -atau  organisasi nonpemerintah
sepanjang schagian atau seluruh dananya bersumber
dariAnggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi
tagas untuk mendudukl posisi atau jabatan tertentu
pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjulnya disingkat PPID adelah pecjabat yang
bertanggung Jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,

penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama
dan PPID Pembantu.

Atasan PPID adalah pejabal yang merupakan atasan
PPIDUtama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeni dan Pemerintah Daerah.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala

daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

Standar Operasional Prosedur yang selanjuimya
disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis
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17,

18.

19,

20,

vang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan
tgas-tagas PPID,

. Daftar  Informasi dan Dokumentasi Publik  vang

selanjulnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi
dan dokumcntasi publik vang berada dibawah
penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang
dikecualilan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi vang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan
informasi dan dokumentasi publik dan berbagai
informasi dan dokumentasi lainnva yang bertujuan
untuk memfasilitasi penyvampaian  informasi dan
dokumentasi publik.

Bistem  Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjurnya disingkat SiDPadalah sistemn penyediaan
layanan informasi dan dokumentasi secara cepat,
mudah, dan wajar sesuai denganUndang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi vang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan vang berisi
gambaran umum kebijakan ftcknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak
lanjut  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan
informasi dan dokumentasi,

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
distngkat FKPPID Pemda adalash wadah koemunikasi,
koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan
PPID  Pemerintah Provinsi dan PPID  Pemerintah
Kabupaten /Kota.

sengketa Informasi Publik adalah sengketa vang terjadi
antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Pubtlik
danfatau Pengguna Informasi Publik vang berkaitan
dengan hak memperoleh danjatau  menggunakan



-6 -

informasi publik berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

21, Orang  adalah orang persecrangan, kclompok orang,

badan hukum, atau badan publik,

22, Penggunalnformasi  Publik adalah orang vang

menggunakan informasi publik ‘sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan,

23, Pemohoninformasi  Publik  adalah warga negara

dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

2

mewujudkan penvelenggaraan pemerintahan vang baik,
vailu vang transparan, cicktif dan elisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabican; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di  Kementerian [Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan lavanan
informasi dan dokumentasi vang berkualitas.

BAEB I
AKSES INFORMASI DAN DORKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3

(1) Informasi dan DokumentasiPublik Kementerian Dalam

Negeri danPemerintahan Daerah bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh sctiap Pengguna Informasi dan
Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi
vang dikecualikan bérsifat ketat, terbatas dan rahasia.

{2} Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan

Kementerian Dalam  Negeri danPemerintahan  Dacrah
dapat  diperoleh  oleh  Pemohon  Informasi  dan
Dokumecntasi Publik dengan cepat, tcpat waktu, dan
dapat diakses dengan mudah.



{3} Informasi dan Dekumentasi Publik yvang dikecualikan
sebagaimanya  dimaksud pada ayat (l)sesuai dengan
kepatutan, kepentingan umum,danfatau peraturan
perundang-undangan.

(4) Informasi dan Dokumentasi Publik yvang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2], dan ayat
(3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi vang
timbul apabila suam informasi dan  dokumentasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan vang
seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi
Publik dapat melindungi Kepentingan yang lebih besar

daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB 11
HAK DAN KEWAJIEAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4
(1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah
berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan dan tidak sésuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan seperti:

a. informasi dan dokumentasi vang dapat
membahavakan negara;

b. informasi dan dekumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan  perlindungan usaha dan  persaingan
usaha tidak schat;

¢. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
hak-hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yvang berkaitan dengan
rahasia jubatan; dan/atau

c. informasi dan dokumentasi vang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

(2} informasi  dan  Dokumentasi vang dikecualikan
scbagaimana dimalksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID



pembantu  kepada PPID utama untuk selanjutnya
ditctapkan dengan Keputusan Menteri Dalam  Neger
dan/ataun Keputusan Kepala Daerah sesual dengan
kewenangannya,

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

(1) Kementerian  Dalam  Negeri danPemerintahan Daerah
wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah
kewepangannya kepada Pemohon Informasi  Publik,
sclain  informasi vang dikecualikan sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kementerian Dalam
NegeridanPemcerintahan Daerah dapat membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses dengan mudah,

BAB IV
PFID

Pasal 6

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
dilaksanakan olch Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan  Daerah dengan membéntuk dan
menctapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat pada
pecjabat struktural yang membidangi lugas dan Tungsi
pelayanan  informasi dan dokumentasi danj/atau
kehumasan.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID
dibentuk PLID.

(4] PPID scbagaimana dimaksud pada ayat {2) merupakan
PPID Utama pada PLID.



Pasal 7

(1) PRID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negerd
bertanggungiawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Sckretaris Jenderal.

(2] PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Wali
Kota melalui Sekretaris Dacrah,

Pasal 8

(1) Susunan PLID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

[2) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
ditetapian dengan Keputusan Gubernur.

(3} Susunan  PLID di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Wali Kota.

BAB WV
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Umum

Paszal 9
PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Komponen dan/atau Pejabat Fungsional,

Pasal 10
(1) PPID Utama di linghkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dibantu oleh PPID Pembantu vang berada di linglcungan
Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
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(2} PPID  Utama di  lngkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu vang
berada di lingkunganPerangkat Dacrah dan/atau Pejabat

Fungsional.

Pasal 11

(1) PPI} Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi terdiri atas seckretariat Daecrah, sekretariat
DPRD, inspektoral, dinas, badan, dan/atau Pejabat
Fungsional,

(2) FPID  Pembantuy di lingkungan Pemerintah  Daerah
Kabupaten / Kotaterdiri atas sekretariat Dacrah,
sckretarial DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan
dan fatau Pejabal Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Kéwenangan

Pasal 12

PPID Utama bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijjakan informasi dan
dokurnentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan Kebijakan informéasi dan
dokumentasi;

¢. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu:

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberi pelavanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

¢. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

[, melakukan uji konsekuensi -atas informasi dan
dokumentasi vang dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masvarakat;
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melakukan  pembinaan, pengawasan, covaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan inlormasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
melaksanakan rapat keoordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesua dengan kebutuhan;
mengesahkan informasi dan dekumentasi vang lavak
uniuk dipublikasikan;

menugaskan  PPID Pembaniu  danjfatau  Pgjabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan

memebhara informasi dan dokumentasi; dan

.membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi

vang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, PPID Utama berwenang;

a,

menolak memberikan informasi dan dokumentasi vang
dikecualikan sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi
dari PPID Pembantu vang menjadi cakupan kerjanya;
mengoordinasikan pemberian pelayanan inlormasi dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanyva;

menentukan atau menetapkan suatu  informasi dan
dokumentasivang dapat diakses oleh publik; dan
menugaskan PPID  Pembantu dan/atau  Pejabat
Fungsional untuk membual, mengumpulkan, serta
memeliharsa informasi dan dokumentasi untuk

kebutuhan organisasi.

Pasal 14

{1) PPIL Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Utama melaksanakan

tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya,
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b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit & (cnam) bulan
sekali atau sesuai kebutuhan;

¢. melaksanakan kebijakan tcknis  informasi dan
dokumentasi scsuai  dengan tugas pokok dan
fungsinya;

d. menjamin  Ketersediaan  dan  akselerasi  lavanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
secars cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
dan data lingkup komponen di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah  di
lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing
menjadi bahan informasi publik; dan

[. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelavanan informasi dan dokumientasi kepada
PPID Ulama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

(2] Selain tugas sehagaimana dimaksud pada avat {1) PPID
pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:
a. mcnyvampaikan, meminta, mengelola, menyimpan

informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD untuk menctapkan informasi dan dokumentasi
vang dapat diakses oleh publik,

BAB VI
KELENGKAPAN PLID

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 15
(1) Struktur organisasi PLID di  lingkunganKementerian
Dalam Negeri, terdiri dari ;
a. pembina, dijabat oleh Menteri Dalam Negeri;



b
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pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sckretaris
Jenderal;

tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon |
di lingkungan Kementerian Dalam MNegeri, dan Kepala
Biro Hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Kepala Pusat Pencrangai;
PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris Komponen di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

bidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan

Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

2. pcjabat fungsional.

(2} Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri dari :

a.
b.

E.

pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris
Daerah;

tim Pertimbangan, dijabat ocleh Para Pejabat Eseclon I
di lingkungan Seckretariat Dacrah Provinsi, seluruh
Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat vang
menangani bidang hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eseclon [l yang
menangani informasi dan  dolkumentasi o serta
kehumasan;

PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat
Daerahyvang mengelola informasi dan dokumentasi;
bidang pendukung, vang terdiri dan Sekretariat PLID,
Bidang Penpolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan
Bidang Fasilitasi Sengketa Inforasi; dan

pejabat fungsional.

{3} Struktur organisasi PLID Kabupaten/Kota, terdiri dan :

el

pembina, dijabat oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil
Bupati/Wakil Wal Kota;
pengarah sclaku Atazan PPID, dijabat oleh Sekretans

Daerah;
tim Pertimbangan, dijabal oleh Para Pejabat Eselon
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I1.b. i lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kola, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
dan pejabat vang menangani bidang hukum:

d. PFID Utama, ﬂi_.fahat oleh Pejabat Eselon Il yang
menangani  informasi  dan  dokumentasi  serta
kehumasan;

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat
Dacrah yvang mengelola informasi dan dokumentasi;

{. bidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengelahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan
Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

g. pejabat fungsional,

(4) Bagan  struktur organisasi PLIDKemendagri, PLID
Frovinsi dan PLID Kabupaten/Kota, tercantum pada
Lampiran 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Bagian Kedua
S0OF PPID

Pasal 16

(1) Pedoman mengenai S0P PPID dibuat oleh Badan Publik
sesual peraturan perundang-undangan.

{2} Pedoman mengenai SOP PPID  sebagaimana dimaksud
pada ayat{l) sckurang-kurangnya memuat ketentuan
sebagai berikal:

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID
Utama dan PPID Pembantu;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat
fungsional danfatau petugas informasi apabila
diperlukan:

¢, kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan Atasan  PPID, PPID Utama, PPID
Pembantu,  Bidang  Pendukung  dan Pejabat
Fungsional;



d.
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kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi
sebagal  Atasan PPID  yang  bertanggungjawab
mengeluarkan  tanggapan atas keberatan  yang
digjukan oleh Pemochon Informasi Publik;

. standar lavanan I[nformasi Pubhk serta tata cara

pengelolaan Keberatan di lingkungan Kemienterian
Dalam Negeni dan Pemenntahan Dacrah; dan
tata cara pembuatan laporan tahunan tentang

Lavanan Informasi Publik.

{3) Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintahan Daerah
mengacy kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan  Pemerintah

Kabupalen/Kota.

Pasal 17

{1} Jenis-jenis SOP PPID, antarg lain:

il

b
c.
dl.

e

S0P Penyvusunan Daftar Informasi Publik;

SOP Pelayvanan Permohonan informasi Publik;
SOP Ui Konsekuensi Informasi Publik;

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

(2} Contoh Format SOP tercantum pada Lampiran [l yang

merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan

Menteri int.

Bagian Ketiga
DIDP

Pasgal 18

(1) DIDP sekurang-kurangnya memuat:

L.
b,

C,

Nomor;
ringkasan isi informasi;
pejabat  atau  unit/satuan  kKerja yang menguasai

informasi;



- 16 -

d. penanggungjawab  pembuatan atau  penerbitan
informasi;

e. waktu dan tempal pembuatan informasi;

f. bentuk informasi yvang terscedia; dan

£. jangka waklu penyimpanan atau retensi arsip,

{2} DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh
PPID Utama.

(3] Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik vang
sudah dipublikasikan harus discrahkan kepada
perpustakaan di hngkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pomcrintahan Daerah untuk dilestarikan  dan
diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh Format DIPsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat pada Lampiran [Il,yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
RFID

Pasal 19
(1) RPID terletak  dilokasi vang mudab dijangkau dan
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
(<) RPID dikclola oleh pejabatl lungsional dan/ataupetugas

informasi.

BagianKelima
SInpP

Pasal 20

(1) SIDF dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk
mempermudah akses pelavanan informasi publik,

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama
dengan PPID Pembantu.

(3) Selain mengembangkan  SIDP  sebagaimana dimaksud
pada avat (2}, Kcmenterian Dalam MNegeri
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mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Nasional
dengan PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah.

(4] Belain mengembangkan SIDP sebapgaimana dimaksud
pada ayat (2) Pemerintah Provinsimengembangkan SIDP
vang lerintegrasi sccara Regional dengan PPID  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah

masing-masing.

BagianKeenam
LLID

Pasal 21

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan
tahun anggaran berakhir.

(2} Balinan LLID Kementerian Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada avat (1) disampaikan kepada Komisi
Informasi Pusat,

(3) Salman LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) disampaikan kepada
Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat
sesuai kewenangan masing-masing,

(4) LLID, sekurang-kurangnya memuat;

a. gambaran umum kebijakan pelavanan informasi dan
dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi
dan-dokumentasi Publik, antara lain;

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan
dokumentasi  Publik  wvang dimiliki beserta
kondisinya;

2, sumber daya manusia yang menangani pelayanan
informasi  dan  dokumentasi  Publik  beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelavanan informasi dan dokumentasi
publik serta laporan penggunaannya.



- 18-

¢. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik
vang meliputn

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. waktu vang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik. dengan  klasifikasi
tertentu;

3. jumiah permehonan  Informasi Publik  yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

4. jumlah permoheonan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya.

d. rincian penyelesaian  sengketa Informasi  Publik,
mreliputi:

1. jumlah keberatan yvang diterima;

2. tangeapan atas Keberatan vang diberikan dan
pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/atan  keputusan ajudikasi
Komisi Informasi  yang berwenang dan
pelaksanaannya oleh  badan publik, jumlah
gugatan vang diajukan ke pengadilan, dan hasil
putusan pengadilan dan pelaksanaannya  oleh
badan publik.

e. kendala internal dan cksternal dalam pelaksanaan
layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan

[. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
memngkatkan kualitas pelavanan informasi dan

dokumeniasi.

Pasal 22
(1) LLID merupakan bagian dari informasi Publik yvang wajib
tersedia setiap saat.
(2) LLID sebagaimana dimaksud pada avat (1) diumumkan
kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID,
{3} LLID sebagaimana dimaksud pada ayat {2] disampaikan
kepada Kepala Daerah oleh atasan PPID.
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(4] LLID  scbagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
dilaporkan olch Kepala Daerah scbagai bagian dalam
laproran penvelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pazal 23

(1) Pendanaan yang diperlukan  untuk pengelolaan
pelayanan informasi dan dekumentasi di lingkungan
kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

{2) Pendanaan  yang diperlukan wuntuk  pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Pendanaan  yang  diperlukan untuk  pengelolaan
pelavanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintahan  Kabupaten/Kota  dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/ Kota,

BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 24
Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:
#. PETSCOTANgGAIN;
b. kelompok masyarakat;
¢. lembaga swadaya masyarakat;
d. organisasi masyarakat;

partai politik; dan

o

badan publik lainnya.
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Pasal 25

Pemphon informasi dan dokumeniasi wajib memenuhi

PEFSYaratan:

a. mencaniumkan identitas yang jelas scsuai dengan
ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

. menyampaikan secara. jelas  jenis. informasi  dan
dokumentasi yvang dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan  twyjuan  permohonan
informasi dan dokumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

e. menyatakan kesedinan membayar biaya dan cara
pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta,
sepanjang biaya vang dikenakan terbilang wajar.

Pazal 26

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh informasidan
dokumentasi Publik kepada Kementerian Dalam Negeri
dan/atau Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis
atau tidaktertulis.

(2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas
Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk
Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi
Fublik, subjek dan [ormat informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.

(3) PPID Utama dan/fatau PPID Pembantu dan/fatau Petugas
Informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik
vang diajukan secaratidak tertulis.

(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas
Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan
permintaan  Informasi Publik schagaimana dimaksud
pada avat (1) avat (2)dan ayal (3] berupa nomor
pendaftaran pada saat permintaan diterima.
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(5] Dalam hal permintaan disampaikan secara langsungatau
mgialui surat elektronik, nomor pendaftarandiberikan
saat penerimaan permintaarn,

(0} Dalam hal permintaan disampaikan melalui  surat,
pengiriman  nomor  pendaftaran  dapat  diberikan
bBersamaan dengan pengiriman informasi.

(7] Paling lambat 10 {sepuluh} hari kerja sejak diterimanya
perminiaan, PPID  Uiama wajib  menyampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. informasi  yang diminta, berada di bawah
penguasaannya ataupun tidak;

b. pencerimaan -atau penolakan permintaan  atas
informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang-
undangan;

¢. -alat penyampai dan format informasi yang akan
diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
imformasi yang diminta

{8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publikyang
menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan
Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi vang diminta.

(9} Dalam hal permintaan diterima seluruhnya -atawg
schagian dicantumkan materi informasi yang akan
dibertkan.

(10)Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan  sesuai peraturan  perundang-undangan,
maka informasi vang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya,

(11]Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (7),
paling lambal 7 (tujuh) har kerja berikutnya dengan
memberikan alasan secara tertulis.
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PENATAAN PLID

Pasal 27

(1} Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Provinsi
dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan dan  pengendalian penataan PLID
kKabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur schagai
wakil Pemeritah Pusat.

(3] Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayall2) dilakukan melalui:

a, lasilitasi dan koordinasi:

b. peningkatan kapasitas PPID:
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. dukungan teknis administrasi.

BAB 1x
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 28
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID
berdasarkan alasan berikut;

a. penoclakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayai
(7);

b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

¢. lidak ditanggapinya permintaan informasi:

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana
vang cdiminta;
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e. bdak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya vang tidak wajar; dan/atan
g. penyampaian informasi vang melebihi waktu yang
cdiatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informas:
Publik.
(2) Alasan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
bsampai dengan hurufl g dapat disclesaikan sccara

musyvawarah oleh kedua belah pihak.

Pagal 29

{1} Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publikdalam
jangka waktu paling lambat 30 (tga pulubjhan kerja
setelah  ditemukannya  alasan  sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 28 ayat [1).

(2] Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatanyang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalamjangka
waktu paling lambat 30 [lga puluh) hari Kerjasejak
diterimanya keberatan secara lertulis,

(3] Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
Atasan PPID mengoatkan putusan yang ditetapkan oleh

bawahannya.

Bagian Kedua

Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 30

(1) Bengketa informasi dapat ternjadi  apabila Komis)
informasi Pusat danjataun Komisi Informasi Provinsi
dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai
dengan  kewenangannya, —menerima  permchonan
sengketa informasi vang diajukan pemohon informasi
karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

(2} Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu
paling lambat 14 (empat belasjhari kerja setelah
diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
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Pasal 31

(1) Mekanisme dan tata cara upava penvelesaian Sengketa
Informasi- Publik dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2 Menteri dan Kepala Dacrah melalui Atasan  PPID
menetapkan Tim Fasilitasi Senghcta Informasi untuk
mengupayakan penyelesalan zengketa informasi, vang
dibentuk oleh PPID Utama,

[3) Burat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa
Infaormasi juga berfungsi schagal Surat Kuasa untuk
bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau
Pemernintah Dacrah Provinst danfatau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi Pusat
dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Kabupaten/Kota sesual dengan
kewenangannya.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketaai olch PPID
Utama dan beranggotakan PRID Pembantu, pejabat vang
menangani bidang hukum dan pejabat lungsional serta
pejabat fstal lainnya sesual kebutuhan.

{53} PPID  Uiama melaksanakan fasilitasi penanganan
sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan
korisolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang
menangan! bidang bukum, pejabat fungsional dan pithak
lain yang dipandang periu.

{6} Mckanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Scngketa
Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan
PPIL.

{7)Timm melaporkan proses penanganan dan hasil
penyvelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.
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BAB X
FKPPID

Pasal 32
FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar
PPIDY lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran
dan fungsi PPID Pemerintah Daerah.

Pasal 33
(1) Kementerian Dalam  Negern  metakukan koordinasi,
pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan
Daerah Tingkat MNasional.
{2} Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan FKPPID FPemcrintahan Daeralr Tingkat

Provinsi di wilayah masing-masing:

Pasal 34
(1) FKPPID Pemda Tingkat Nasional rterdiri dari PPID
Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.,
(2) FKPPID Pemda Tingkat Provinsi terdiri dari seluruh PPID
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi masing-
masing,.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saal Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negern Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi  dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, dicabul dan dinyvatakan tdak
berlalai.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai  berlaku  pada tanggal
diundanghkan.
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Agar setiap orang mengetahuwinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini  dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal SJanuari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
EEPUBLIK INDONESIA,
tid
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakaria
pada tanggal 23 Januari 2017,

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttel
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 157,

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ted

W, SIGIT PUDJIANTO
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TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DORKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
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Pembina
Bupati
Walkil Bupati
I - L
Pengarah Tim Pertimbangan
Sckretaris Dacrah Pejabat Esclon 11Lb. Setda
Selaku Atasan PPID Kabupaten, Pimpinan Perangkat
dacrah dan Pejabat yang
menangani Bidang Hulkum
X
T

PPID UtamaPejabat Eselon 111
Bidang Informasi dan Kemunikasi
Bidang Kehumasan

PPID Pembantu Pejabat Perangkat Daerah Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Di Kecamatan dan
DesafKelurahan Ataupun sebutan lainnva

| 1 | 1
Bidang Bidang Bidang: Bidang
Pendukung Pengolahan Pelayanan Fasilitazi
Sekretariat Data dan Informasi dan Sengketa
PLID Klasifikasi Dolumentasi Informasi
Informasi

———-—n—-—-r—-J---.-.------

PEJABAT FUNGSIONAL i

o

. e (e e S e i i, o i e



1. STRUKTUR ORGANISASI PLID KOTA

Pembuna
Wali Kota
Walkil Wali Kota

= I
Pengarsh Tim Pertimbangan
Selaku Atasan PPID Pejabat Eselon ILb. Setda
Sckretaris Dagrah Kota, Pimpinan Perangkat

Craerah
|

PPID UtamaPejabat Eselon 171
Bidang Informasi dan Komunikasi
Bidang Kehumasan

-,
PPIL Pembanitn
Pejabat Perangkat Dacrah
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
o
i | | |
Bidang Bidang Bidang Bidang
Pendukung Pengolahan Pelayanan Fasilitasi
Sekretariat Data dan Informasi dan Sengketa
PLID Klasifikasi Dokumentasi Informasi

Inlormasi

e

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

tte
TJAHJIO KTTMOLD

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttel

W. SIGIT PUDJIANTO



a8

LAMPIRAN Il

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]

A, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NOMOR S0P

TGL, PEMBUATAN
TGL. REVISE
LOGE INSTANE] TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA S0P PENYLUSUNAN
KAMA [NSTANSI

DAFTAR

INFORMASI DAN DOKUMENTASI FUBLIK




=2

DASAR HUKUM

RUALIFIKASI PELAKSANA

. ULJ 14 Tahun 2008

1

2.UU 25 Tahun 20009

3.UL 23 Tahun 2013

4. PP 61 Tahun 2610

2. Perki 1 Tahun 2010

. Perli | Tabun 2013

E{EZ'_TE'..RIKATA M: PERALATAN /PERLENGKAPAN:
I. Lembaran Kerja dan Rencana Keérja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Tnterne:

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN;

= [hslmpan dalam benluk saficopy dan
hardcopry
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Ha

Reglatan

| Mengu mpuilkan informasi dan
dokumentasi vang berkualitas
dan relevan dengan tupoksi
masing-masing komponen di
Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah,
baik vang diproduksi sendir,
dikembangkan, maupun yang
dikirim ke pihak lain, yang
berupa arsip statis maupun
dinamis, arsip aktil maupun
arsip inaktif dan arsip vital
vang dikuasai. Informasi yang
dilakukan meliputi jems
dokumen, penanggung jawab
pembuatan, wakm dan tempat
pembuatan, serta bentuk
mformasi vang tersedia dalam
hardeopy dan softcopy. Format
pengisian dalam pengumpulan
informasi dan dokumentasi di
masing-masing komponen di
Kementernian Dalam Negeri

dan Pemenntahan Daerah.

Keterangan

Pelaksana Pendukung
Fjl::&?'i 0 Uﬁfﬁa ﬁpt::srgn Kelengkapan Waltu Ctput

.UUNo 14 | Secara DIDP yang telah
Tahun2008; | berkala, dikumpulkan

- UL Mo 25 serta merta | dan komponen

. Tahun200%; | dan setiap | dan Perangkat

. UU No 23 saal Daérah
Tahun2013;

. PR&l Tahun
2010

Perld Ne 1
tahun 20 14,

« Perki No 1
Tahun2013.




dibuat daftar Informasi dan
dokumentasi yang

(2 [Mengklasifikasikan seluruh | ' 1. UU Mo 14 Secara | DIDP yang telah
informasi dan dokumentasi l Tahun2008; |berkala, | diklasifikast
yang telah dikumpulkan dan 2. Ul No 25 serta merta | kebenarannya
mengidentifikasikannya | Tahun200%; | dan setiap
berdasarkan sifat informasi . — . 3. UL No 23 saal
dan dokumentasi, selain itn Tahun2(13;
juga mengklasikasilean 4. PF61 Tahun
informasi dan dokumentasi 2010:
yang dikecualikan dengan 5. Perki No 1
kategori sebagaimana yang E Tahun2010;
telah ditetapkan melalui UL . Perki No |
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tahun2013,
dan Pasal 18. Pengujian
tentang konsckuensi dengan
seksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatalan
Iriformasi dan Dekumentasi '

Publik tertentu dikecualikan

oieh setiap orang, -
Mendobumentasikan informasi | W " Alar wulis ' Secara DIDP
publilk dalam bentuk softcopy kantor berkala,
dan tempat penyimpanan . serta merta
dolkumen dalam bentuk hard dan sctiap
copy dengan tata cara seperti | saat
mengarsip dokumen dan

dipisahkan sesuai klasifikasi

informasi dan dokumentasi '

wajily, secara berkala, serta

merta dan setiap sast. Perlu




dikecnalibkan.

Menetapkan DIDP secara
resmi dan mengumumkan
kepada masvarakat.

Mengungeah DIDP ke
webgiteresmi Kemendagri dan
Pemermntahan Dacrahmaupun
melalul sarana informas:
lainnya.

rapat bersama
dengan PPID
Utama dan
FPID

| Pembantu
tnkuk
Menetapkan
DIP

Website dan
AArana
informass
fannya yang
damilika oleh
komponen dan

Mengadakan |'

Pemerintah
I Dacrah

Qetelalh Surat
DiDF Reputusan
terleumpul DIDF yvang

- dart PPID ditandatangani
Pembantu olch Atasan

PRI

Selelah . Adanya konten
DIDP DiDPd websie
ditetapkan Kemendagridan
oleh Atasan | Pemernntah
PPID Dasrah

Belelah DIDP
ditetapkar,

jika ada
tambahan

| informasi
| baru, dibuat

SK untuk
ditetapkan




B, SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP 3

LOGO
IRSTANSI

FGL PEMBUATAN

IGL. REVIES]

TGL. EFEKTIF

DISATKAN QLEH

WAMA
INSTANSI

[NAMA S0P
FELAYANAN

FERMOHONAN INFORMAS]
PLIBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. 1. UL 14 Fahun 2008:
2 UL 25 Tahun 2009;
5. UL 23 Tahun 2013;

. PP 6] Tahun 2010

3. Perla 1 Tahun 2010
6. Perla 1 Tahun 2013

KETERIKATAN:

HALATAN | PERLENG KAPAN:

L Lembar Kerju dan Rencana Kerja
2. Term of Reference

3. Alat wulis kantor

. Jaringan Inlernet

FERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




No

Kegiatan

" Pemohon Informasi dapat

menyampaikan permohonan

| informasi yang dibutubkan baik
| secara langsung dan tidak langsung,

Pﬂiﬁhm

Melakukan registrasi berkas
permohonan informasi publik. Jika
dokumen /informasi vang diminta
telah termasuk dalam DIP dan
dimilild oleh meja informasi atau
sudah terdapat di website PPID, maka
langsung diberikan kepada pemohon
informasi atau bisa langsung dinnduh
oleh pemohon informasi. Jiks
informasi /dokumentasi yvang diminta
belum termasuk dalam DIP, maka
berkas permohonan disampaikan
kecpada PPID atau PPID Pembantu.

- ; Pendukung
x K =
Peivahion, |Bosian | PPDdan | QRPN |
Informasi F'PIE];'] o g N Ecmngk’at S kapan Walsa Mutpat
! aerah - o
(1) Formulir | Pada han Formulir
Permohonan  dan jam Permohona |
Informasi | kerja untuk | n informasi |
- yang terscdia | pemohon vang telah
di meja informasi diisi
pelayanan seccara lengkap
PPID atau langsung dan
yang dan setiap dilampiri
ditampilkan saat untuk fotocopy /
di website, pemohon SCAN
(2) Fotocopy | informasi identitas
atan scan secara tidak | din {NIE)
wdentitas diri | langsung
(NI} clari '
pemohon
B . | informasi
Semua data- | Pada har DIP yang
—v - data dan jam telah
pemaohon kerja untik | tersusun
informasi pemohon dalam
disimpan imformasi bentuk
dalam BOCHATA hardeopy
bentuk langsung dan
| hardeopy dan | dan setiap softcapy
softeopy saat untuk
pemahon
informasi
secara fidak
langsung




3 | PPID meminte kepada komponen
atau Perangkat Dacrah untuk
! memberikaninformasi atau dokamen
. yang sudah termasuk dalam DIP,
| kepada PPID untuk diberikan kepada
pemohon informasi, Komponen atag
Peranghkat Daerah memberikan
informasi atau dokumen yang
| dimaksud kepada PFILY atau PPID
Pembantu. o
4 | Memberilkan informasi atau dokumen
yang diminta oleh pemohon informas
vang lelah menandatangani tanda
bukt penernmeaan informasi atau
dokumen.

DIP yang 10 jsepuluh)
telah hari kerja
W ditetapkan sejuk
- oleh permohonan
komponen informasi
atau diterima oleh
Perangkat PPID
Baerah
Informasi Perpanjangan
- - atan permohonan
Dokumen informasi
yang adalah
diminta oleh | 7 {tujuh) hari |
pemohon kerja
informasi

DIP

Informasi
publik
yang
diminta
aleh
pemolion
informasi




C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

LOGBO
INSTANSI

COIMOR S0P

GL. PEMBUATAN

TGL. REVIS]

ML, EFEKTIF

HSAHKAN OLEH

NAMA
INSTANSI

AMA SOP

UJT KONSEKUENSI

INFORMASE PUBLIK

DASAR HUEUM

K UALIFTKAS] PELAKSANA

2, UL 25 Tahun 2009;
3. UL 23 Tahun 2013;
4. PP 61 Tahun 2010

2, Perli | Tahun 2010
6, Perki 1 Tahun 2013

. 1. ULU 14 Tahun 2008;

RETERIKATAN:

PERALATAN / PERLENGEKAPAN:

1, Lembsr ll[n:rgn din Rencana Kerja
2. Terin of Reference

3. Adat tulis kantor

. dJaringan Internet

PERINGATAN:

ENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Digimpan dalam bentuk soffcopy dan hardeopy




status informasy/ dokumen oleh

Pelaksana Pendukung
PPID Tim Komponen
e el Utamadan | Pertimbangan | % | penetion | Kelengkapan | Walew | Ouput | NOtrne
Pembanu Informasi Daerah

1 | Melakulan kajian atas - = o Berkas Setiap saat | Berkas
informasi fdokumen vang tidak | permohonan | permohonzan
termasuk dalam DIP dengan infromast/ informasi
melibatkan Tim Perimbangan dolkumen dari vang telah
Pelayanan Informasi. Pemohon diisi lengkap

- Informasi | dan dilampin
fotocopy /sean
identitas diri
(NTK)

2 | Membenkan pertimbangan atas | Dasar hukum: | Pada hari Surat
informasi/f §30) dan jam Keputusan
dokumen yvang dimaksud KIP 14 Tahun | kera Tim
vangbersifat rahasia berdasarkan 2008 dan Perumbangan
UL, kepatutan dan kepentingan - _PERKI Pelayanan

_ umum > 1 Tahun 2010 Informasi

3 | Menyampaikan kepada PPID atas N Informasi/ | Pada hari [nformasi]

status informasi fdokumen vang . dokumen vang | dan jam dokumen dari
| diminta pemohon informasi, telah kerja, komponen

apakah termasuk rahasia atau dinyatalkan maksimal 10 | atau

terbuka. Jika informasi {dolkumen . — terbuka untuk | [(sepuluh) Peranghkat

yvang dimaksud adalah terbuka, publik har kerja, Daerah

maka PPID memerintahkan kepacda sejak

komponen Perangkat Daerah | } permohonan

untuk menyerahkan informasi/ —i . inforrmasi

dokumen vang dimaksud, Jika teregisirasi




-11-

Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi dinyatalkan rahgais,
maka PPID membuat surat

penolakan kepada pemohon
informasi.

4

‘Memberikan informasi vang
diminta olch

pemohon informasi dengan
menandatangan: tanda bukti
penerimaan atau memberikan
surat penolakan kepada pemohon
jika status mformasi fdokumen
dinyatakan rahasiz,

Informasi/
Dokumen yvang
dirminta oleh
Pemohon
Informasi atau
sural
penolalan
jika informasi/
dokumen
tersebut
dikategorikan
rahasia

Maksimal
diberikan
perpanjangan
pemenuhan
permohonan
informasi
selama 7
{tujuh) han
sejalk
pembentahu
an tertulis
diberilkan
dan tidak
dapat
diperpanjang
lags

Informas;
publik yang
diminta

oleh Pemohon
Informasi
Atau Surat
penolalcan




a] Bu

D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

LOKHEO
INSTANSI

bem

NAMA
INSTANE!

OMOR SOP

3L, PEMBUATAN

IGL. REVISI

GL. EFEKTIE

DISAHKAN OLEH

AMA S0P

PENANGANAN KEBERATAN

INFORMAS[ PUBLIK

DASAR HUKLIM

HUALIFTKAST PEEAKSANA

2. U 25 Tahun 2009;
. U323 Tahun 201.3;
. PP&] Tahan 2070

5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perli 1 Tahun 2013

=

1. 1. U 14 Tabhun 2000

KETERIKATAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2, Term of Beféerence

3. Alat tulis kantor

H. Jaringan Intermet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalan bentuk soflcopy dan hardoopy




13-

Pelaksana Pendukung
: : FPID atau
No Kegiatan Pemohon Bagian Atasun o :
Informasi | Regiswasi | , L0 | ppp  Kelenskapan Wl PR
Pemnohon Tnformasi (1) Formulir | Pada hari dan  Fermulir
menyampaikan pengajuan Pengajuan jam ketja pengajuan
‘keberatan atas tidak rerlavaninya Keberatan keberaton
permehonan informasi yang Informasi pelayanan
dibutuhlken melalui ; (1) dateng Publik yang informasi
langsung dan mengist formulir tersedia di meja publik yang
permohonan pengajuan keberatan . pelayanan PPID telah diisi
informasi publik dengan atan lenpkap dan
melenglapi fotocopy identitas dir ditampilkean di -dilamipiri |
(NIK}, (2} metalui website dengan webstie dun fotocopv/scan
mengisi formulir yang telah dapar diunduh, wdentitas din
diunduh dan menyertakan scan (2] Fotooopy (MK
identitas diri (NIK) kemudian alan
dikirim ke alamat email PPID vang scan identitas
tertera di website, (3] mengivim fax diri {NIK) elari
formulir permohonan informasi pemohion
yvang teiah diisi lengkup disertan vang
dengan fax identitas din (NIK] ke e e i koam
| nomor fax PPID. B Leberatan _ |
2 | Melakukan registrasi formulir Semua data- Pada hari dan | Daftar
pengajuan keberatan pelavanan - . 5 . = data pemohon jam kerja pengajuan
informasi den menvampaikan € informasi keheratan
pengdjuan keberatan kepacda disimpan dalam pelayanan
Al:i%&n PHID bentuk informasi vang
hardeopny dan lelah di-file I
saftcopy dalam bentuk

hardeopy dan

Keterangan




-i4-

F S | safteopy
{ 3 | Memeriksa formulir pengajuan Berkas Pada hari dan | Daftar surat
keberatan dari Para Pemohon pengajuan jam Kerja yang harus
 Informasi dan memerintahkan keberatan diberikan
PPID dan PPID Pembantu untuk pelayanan kepada PPID
| menjawab permohonan informasi informasi yang - dan FPID
telah diisi . Pembantu
o . lenglkap
'4 | Memerintahkan kepada PPID dan (1) Berkas. Pada hari dan | Surat perintah
FPID Pembantu untuk memenuhi | pengajuan jam kerja tertulis:
permintaan informasi dari . € .e. keberatan kepada FPID
Pemochon Informasi. pelayanan dan PFID
. informasi Pembantu
yang telah diisi untuk '
lenghkap, memenuhi
(2) DIP permintaan
| yang telah pemohon
| diumumkan informasi
| yang
| mengajukan
| keeberatan
| pelayanan
informas:
publik
5 | Memberikan informasi vang N Dokumen/infor | Pada hari dan | Informasi =~ |
diminta oleh pemohon informasi masi Jjam kerja publik
kepada Atasan PPID jika informasi vang dimaksud vang diminta
| yang dimaksud telah masuk DIP, i aleh Pemohon oleh Pemohon

| Atasan PPID akan menjawab
pengajuan keberatan kepada

pemohon informasi. Jilca informasi |

| Informasi atan
rekomendast L

surat penolakan

Informast atau
surad

__E-enﬂlakan_




-15-

yang diifiginkan pemohon dari PPID) atan " kepada
informasi tidak termasuk dalam PFID Pemohon
DIF yang telah divmumbkan, karena Pemmbantu Informasi
informasi belum tersedia atau karena

termasuk informasi yang informasi yang

dikecualikan, maka diberikan diminta

surat penolakan kepada Pemohion merupakan

Informasi.

informasi yang
dikecualikan
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E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

2. U 25 Tahun 2009;
3. UL 28 Tahun 2013;
M. PE61 Tahun 2010

5 Perta | Tahar 2010
. Perla 1 Tahun 2013

MNOMOR S0P
TGL. PEMBLUATAN
TGL. REVISI o )
LOHGO TGL. EFEKTIF
INSTANS]
DISAHKAN OLEH
BIAMA SOP
NAMA FASILITAST SENGKETA
INSTANS]
[NFOREMAS] PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. 1, UL 14 Tahun 2008;

KETERIEATAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Lesabiar Kerja dan Rencana Kerja
- Term of Reference

3. Alat tuhs kantor

4. Jarngan Internct

PERINGATAN:

FPENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk saftcopy dan hardeopy




No

Hegiatan

Pellw

Pemahan
ITnformas:

PRID atan
PPRID

Setiap Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan secara
tertulis kepada Atasan PPID dalam
wakiin 10 [sepuluh) har: kerja,
sejak permohonan informasi
teregistrasi dan diberikan.
Perpanjangan pemenuban
permohonan informasi selama?
(tupih) har sejak pemberitahuan
tertulis diberikan dan tidak dapat
dipierpanjang lagm

Atasan PPID menetapkan Tim
fasilitasi sengketa mformasi untulk
mengupayakan penvelesaian
sengkera informasi, yang dibentuk
olch PPID Uiama

Pembantu

. l

- Keterangan
i

Eetuar oleh PPID Utama dan

beranggntﬂkan PPID Pemibanta

paling lambat

Pendukung
In . Eelenghkuapan Waltu Crarpant
(1) Formubir Pads hari dan | Berkas
Pengajuan Keberatan | jam kerja, permohon
| Informass Publik maksimal 100 | an
vang tersechia di meja | {sepuluh) harl | informasi
pelavanan PPID atan | kerja, sejzk yang telah
ditampillean di permohonan | diisi
website dan dapat nformasi lengkap:
dinndul, tercgistrasi clan
(2} Fotocopy aluu | dilampiri
scan wentitas dinl fotocopy
(MIK} dari Pemuohion SCEDN
Informasi wlentitas
yung mengaijukan it (WIK]
keberatan
Tanggapa
i tertulis
dari
atasan
| PPID
perihal
informasi
vang
disenghket
_ akan
" Diajukan
dalam waktu




-18-

terkait, pejabat yang m-:n:mg_m{i
bidang hulum, pejabat fungsional,
serta JFUyang sesuai dengan
kebutuhan

4 | Tim fasilitasi sengketa informasi
melaporkan proses penanganan
sengketa informas: kepada Atasan
| PPID

5 | L'lﬁa:.ra_ penyelesaian Sengketa

- Informasi Publik diajukan kepada

- Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten [Kota sesuai

| dengan kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID dalam

 proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi,

14 [empat
betas) hari
kerja setelah
diterimanya
tangzapan
tertulis dari

| Atasan PPID.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttcd

TIJAHJIO KUMOLO




LAMPIRAN. ITI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
WOMOR 3 TAHUN 2017

IENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAS
DAN DOKUMENTASIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
DANPEMERINTAHAN DAERATL

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK

. i , | Informasi
| § U FE‘]I I T
‘. . f’ejaha,.f ” ANERUNE Waktu Dan Bentuk " .Ja igAe
Jenis  Ringkasan |it/Satker | Jawab - « | Wajib iy - ; Walkitu
. Tempat Informasi : Wajib Wajib Informasi
Infor | Isi Yang Pembuatan : Diumumkan | ; : : Atau
asi | Informasi  Menguasai  atau Penerbit PRMBHAEN: | vt Secara Bimpm Datinuriesn | Tang Retensi
. iy : : Informasi Tersedia ‘Serta Merta  |Setiap Saat | dikecualikan ;
Informasi | Informasi Berkala - Arsip

MENTER! DALAM NEGERI

KEPALA BIRO HUKUM, ud

TJAHJO KUMOLOD
ted

W. SIGIT PUDJIANTO
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